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GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah sesuai
kewenangan Daerah dibentuk untuk memaksimalkan
sumber-sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan perkembangan waktu terdapat
pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah pada
pelayanan kesehatan sebagai obyek retribusi baru yang
belum tertampung dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa Umum, serta besaran tarif yang ada sudah tidak
sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan
perekonomian di Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai
penambahan obyek retribusi pelayanan kesehatan dan
penyesuaian besaran tarif pelayanan kesehatan perlu
melakukan perubahan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

SALINAN
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2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I
Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014  Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI

SULAWESI TENGAH
dan

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun
2012 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Tengah Nomor 19) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 3 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
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3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi

Tengah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi

tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
persereoan lainnya, badan usaha milik negara
(BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak inventasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi
adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yamg khusus
disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa
usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang,
fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum
serta dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai
dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi,
penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai
kegiatan penagihan penyetorannya.

12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut peraturan perundang-undangan Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi,
termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu
yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari
Pemerintah Daerah.

14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau
penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Gubernur.
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15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang
seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD adalah surat untuk melakukan
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa
bunga dan/atau denda.

18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau
keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-
undangan retribusi.

19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang
selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana di bidang retribusi dan
menemukan tersangkanya.

20. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil  yang
diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

21. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh
sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan
dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Ketentuan Pasal 2 huruf b dihapus, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 2
Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini
meliputi :
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Dihapus; dan
c. Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Peta.

3. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni
huruf h sehingga berbunyi seagai berikut:

Pasal 5
Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah setiap
pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah,
kecuali pelayanan pendaftaran meliputi :
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a. pelayanan pemeriksaan hematologi;
b. pelayanan pemeriksaan kimia klinik;
c. pelayanan pemeriksaan mikro-bakteri;
d. pelayanan pemeriksaan mikro-parasit;
e. pelayanan pemeriksaan immunologi;
f.  pelayanan pemeriksaan toksikologi;
g. pelayanan pemeriksaan kimia lingkungan; dan
h. pelayanan pemeriksaan sampel penelitian.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

6. Ketentuan Pasal 14 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 15 dihapus.

8. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

9. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 18 dihapus.

11. Ketentuan Pasal 19 dihapus.

12. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) dihapus,
sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

13. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) bab,
yakni BAB XVA dan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 44A,
sehingga berbunyi sebagai berikut:




